BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 12 TAHUN 2008

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PETUNJK TEKNIS
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO DAN KECIL MELALUI KEGIATAN
SERTIPIKASI HAK ATAS TANAH UNTUK PENINGKATAN AKSESPERMODALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang . a. bahwa dalam rangka meningkatkaruks2ktaan peserta program
pemberdayaan usaha mikro dan kecil melalui kegisgatipikasi
hak atas tanah untuk peningkatan akses permodalan,
aksesibilitas untuk memperoleh kredit/pembiayaan ri da
perbankan/ koperasi, perlu memperluas kriteria bipyegram;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanakslich pada
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala BadatarRdan
Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 atemgt
Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Usaha Miknokakzil
Melalui Kegiatan Sertipikasi Hak Atas Tanah Untungkatan
Akses Permodalan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 196@aten Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik |resiea
Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran NegarabRkepu
Indonesia Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang dperiasian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Naé,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No&(@i2)3

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Udé&ebail
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nordo
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No@ibt)3

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hakggungan
Atas Tanah beserta Benda-Benda Yang Berkaitan [Defigaah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 No#do
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NoG®2$)3

5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Be®lehan
Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara RE&publ
Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembarajarde
Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telakbadh
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 21 Mei 2026



Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, bEdran
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang KgaraNegara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 NMo#70
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No2&s)4

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Rddi@raan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu@4 20
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indanesi
Nomor 4355);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang emist
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negpudlik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembarayafd
Republik Indonesia Nomor 4421);,

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Retakan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu@4 20
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Irglane
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dehjmang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kédam
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pembanta
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu@8 20
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indanes
Nomor 4844);;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 199arngriPendaftaran
Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuid Nefimor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ddom
3696);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 199&rgnPembinaan
dan Pemgembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Kepub
Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembarayanse
Republik Indonesia Nomor 3743);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 200zngnTarif atas
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlatta Badan
Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik kslan
Tahun 2002 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Rkepub
Indonesia Nomor 4220);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 200arngnPembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintaérab
Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota [fagem
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, TEdrab
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tgriRarubahan Atas
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 d&a02
tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatdedafa
Negara;

15. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tent&egcana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 200d9:- 2

16. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005 tgriRarubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang HKekangl
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata KenjaeKgrian
Negara Republik Indonesia;
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17. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tgntBadan
Pertanahan Nasional;

18. Keputusan Presiden Nomor 98/M Tahun 2005 atent
Pengangkatan Kepala Badan Pertanahan Nasional,

19. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2003 tenfaaket Kebijakan
Ekonomi Menjelang dan Sesudah Berakhirnya Program
Kerjasama dengamternational Monetary Fund (IMF);

20. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tenf2aket Kebijakan
Iklim Investasi;

21. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tent&febijakan
Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdéjseha
Mikro, Kecil dan Menengabh;

22. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usalezil Kdan
Menengah Nomor 70/KEP/Meneg/XII/2001 tentang Orgasii
dan Tata Kerja Kantor Menteri Negara Koperasi daaha Kecil
dan Menengah Republik Indonesia sebagaimana thldtah
dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usabg dan
Menengah Nomor 19.2/Per/M.KUKM/VI111/2006;

23. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indone®lamor
12/PMK.06/2005 tentang Pendanaan Kredit Usaha Mikao
Kecil;

24. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonedlamor
91/PMK.03/2006 tentang Perubahan Kedua Keputusaentevi
Keuangan Nomor 561/PMK.03/2004 tentang Pemberian
Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bamgun

25. Peraturan Kepala Badan Pertanahan NasiomaidRle Indonesia
Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan TataaK@gdan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia;

26. Peraturan Kepala Badan Pertanahan NasiomaidRle Indonesia
Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tataak€antor
Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pedréam

27. Peraturan Kepala Badan Pertanahan NasiomaidRle Indonesia
Nomor 3 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Program
Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil Melalui Kegiatan
Sertipikasi Hak Atas Tanah Untuk Peningkatan Akses
Permodalan;

Memperhatikan : 1. Kesepakatan Bersama antara ki&tggara Koperasi dan Usaha

Kecil dan Menengah, Menteri Dalam Negeri dan Kepzdalan
Pertanahan  Nasional = Republik  Indonesia  Nomor
01/SKB/M.KUKM/VI11/2007 dan Nomor : 570-351 tahun @D
dan No.5-SKB-BPN RI-2007, tanggal 31 Juli 2007 aegt
Percepatan Program Pemberdayaan Usaha Mikro dail Kec
Melalui Kegiatan Sertipikasi Hak Atas Tanah untwnidgkatan
Akses Permodalan;

2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500/AtBBangda
tanggal 13 Pebruari 2008 tentang Percepatan Program
Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil.
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan . PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASINAL
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN
PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA
MIKRO DAN KECIL MELALUI KEGIATAN SERTIPIKASI HAK
ATAS TANAH UNTUK PENINGKATAN AKSES
PERMODALAN.

Pasal |

Ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Pertanadsioil Republik Indonesia Nomor 3
Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Program PempaadaUsaha Mikro dan Kecil
Melalui Kegiatan Sertipikasi Hak Atas Tanah Untidnfigkatan Akses Permodalan, diubah
sebagai berikut :

Pasal 8 ayat (2) huruf g diubah sehingga Pasaitt1bgi sebagai berikut :
“Pasal 8

(1) Kriteria subyek peserta Program :
a. Usaha mikro, kecil dan/atau koperasi; dan/atau
b. Calon dan/atau debitur Perbankan / Koperasi yangnenahi kriteria kelayakan
usaha dari Perbankan / Koperasi.

(2) Kriteria obyek Program:
a. tanah tidak dalam sengketa;
b. luas tanah:
c. bukan tanah warisan yang belum dibagi;
d. tanah sudah dikuasai secara fisik oleh pelaku Ustki dan Kecil;
e. lokasi tanah berada dalam wilayah kabupaten/kdtasiopeserta Program yang
dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
mempunyai alas hak (bukti kepemilikan); dan
g. apabila bidang tanah yang dimohon di atas tanah Hakgelolaan, harus
memperoleh persetujuan tertulis dari pemegang Hatg&olaan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.”

o

Pasal Il

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Replmoldnesia ini mulai berlaku pada
tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 September 2008

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

ttd.
JOYO WINOTO, Ph.D.
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